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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur (QS Yusuf : 87) 
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KAJIAN YURIDIS POSISI PERADILAN PAJAK 
DALAM STRUKTUR PERADILAN DI INDONESIA 
 
Abstrak 
Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat 
khusus di bidang perpajakan.  Dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak disebutkan 
bahwa, “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan 
kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan 
terhadap sengketa pajak.”  Sejak dikeluarkannya UU Pengadilan Pajak No. 14 
Tahun 2002, posisi Pengadilan Pajak dinilai membingungkan. Dalam UU No. 14 
Tahun 2002, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan 
ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan 
Pajak dalam lingkungan peradilan, sedangkan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 
hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak 
dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, 
dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Mengingat sengketa 
pajak yang masuk dalam ranah materi tata usaha negara, banyak pendapat yang 
memasukkan Pengadilan Pajak di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. 
Akan tetapi tidak ada dasar hukumnya sehingga perlu adanya pengkajian yang 
mendalam tentang posisi peradilan pajak di dalam struktur peradilan di Indonesia.  
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan politik hukum dan filosofi 
dibangunnya peradilan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak dan untuk menjelaskan kedudukan pengadilan pajak 
dalam struktur peradilan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif.   
 






 Abstract  
Tax court in Indonesia is an administrative court that is specialized in taxation. In 
Article 2 of Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court stated that, "the Tax 
Court is a judicial body that carries out judicial authority for taxpayers or tax 
payers who seek justice against tax disputes." Since the issuance of Tax Court 
Law No. 14 of 2002, the position of the Tax Court was considered confusing. In 
Law No. 14 of 2002, both in the articles and in their explanations, there were no 
provisions which obliged or clearly stated the existence of the Tax Court in the 
court environment, while Article 5 of Law No. 14 of 2002 only mentions the 
technical coaching of the judiciary in the Tax Court conducted by the Supreme 
Court, while the organizational, administrative and financial guidance is carried 
out by the Ministry of Finance. Considering tax disputes that fall into the domain 
of state administration material, many opinions include the Tax Court in the state 
administrative court. However, there is no legal basis so there needs to be an in-
depth study of the position of the tax court in the structure of the judiciary in 
Indonesia. The purpose of this paper is to describe the politics of law and the 
philosophy of establishing a tax court in Indonesia based on Law No. 14 of 2002 
concerning the Tax Court and to explain the position of the tax court in the 
structure of the judiciary in Indonesia and the authority of the tax court in state 
administrative disputes. statute approach) or decision made by reviewing or 
examining legislation related to legal issues or problems to be examined. This 
research is used juridical empirical method with descriptive type of research.  
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